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Menimbang

Mengingat

fu

. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan

publik sesual dengan asas penyelenggaraan pemermntzhan yang
baik, dan guna mewuudkan kepastan hak dan kewajiban
berbagal pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
sehiap penyelenagara pelayanan publik wajib menetapkan standar

pelayanan,

. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja

dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka
periu ditetapxkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan -
pelayanan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penalaan
Ruang dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjgan Umum dan
Penataan Ruang;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik

(Lemnbaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesjaNomor 5038),

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t{entang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015 lentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran MNegara Republik



Menetapkan

Kesatu

Wedua

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembararn Negara
Republik Indonesia Nomaor 5679),

3 Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Peneiapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor & Tahun 2016
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2018 MNomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 11 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
lentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaien
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018
Nomer 11/D),

5 Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemenntah Kabupalen Jombang (Benta Dacrah Kabupaien
Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E),

6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susupan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kena Organisasi Perangkat Daerah(Benta Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomar 82/D),

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan Dinas Pekenaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar pelayanan sebagaimana diktum kesatu meliputi  ruang
lingkup pelayanan
1 Fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

2 Fasilitas) Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)
3. Fasilitasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)



Ketiga

Keempat

13.

14

15.
16.

Fasilitas! Sertifikat Latk Fungsi (SLF}
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
Pembinaan/Sosialisasi Jasa Konstruks
Fasilitasi Laboratorium Pengujian Konstruksi
Fasilitasi Rekomendasi ljin Jembatan

Fasilitas! Rekomendasi Peil Banjir

. Fasilitasi Sewa Pemanfaatan Aset Tanah
. Fasilitasi Pemakaian Alat Berat (Excavator)

Tim Reaksi Cepat Angkat Sampah Sungar Ban Endapan (Teras:
Depan)

Fasilitast Rekomendas) Pemanfaatan Rumija Untuk Jaringan
Utilitas

Fasilitasi Rekomendasi Pemanfaatan Rumija Unluk Reklame
Permanen Dan Insidentil

Fasilitas) Sewa Alat Berat (Wales)

Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan Jalan Berlubang

Standar pelayanan sebagaimana lerampir dalam  Lampiran

Keputusan imt wajib dilaksanakan oleh penyelenggara’/ pelaksana

dan sebagai acuan dalam penilaian kinera pelayanan oleh pimpinan

penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplan di Jombang
Pada Tanggal - 30 Maret 2026
Keggla Dinas Pekerjaan Umum dan

natagn Ruang

o

OMI, ST,
Pembina Tk |
NIP 187710262001121003
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LAMPIRAN | - KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Nomor : 100.3.2/ 106./415.18/2026
Tanggal: 30 Maret 2026

BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik, balk
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung atau tidak
langsung, wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan
untuk setiap jenis Pelayanan sebagai lolok ukur dalam setiap jenis pelayanan di
lingkungan masing - masing

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang — Undang Pelayanan Publik
tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dan diterbitkannya Peraturan Mentari PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Jombang merupakan salah satu pelayanan Publik yang menjadi kebutuhan dasar
bagl masyarakat dan sangat mendesak untuk ditingkatkan baik mutu maupun
aksesnya. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat menjadi acuan bagi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat memberikan pelayanan
terbalk bagi masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Tujuan ditetapkannya Pedoman Standar Pelayanan pada Dinas Peksnaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang adalah untuk mermberikan

kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesual kebuluhan
masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga
mendapat kepercayaan masyarakat.



2 Sasaran

Sasaran Pedoman Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang adalah seluruh pelaksana pelayan
publik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, agar mampu
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan
baik dan konsister.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Standar Pelayanan inl meliputi Penyusunan,

Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan pada Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
D. PENGERTIAN UMUM
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1.

Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesual dengan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang
diselenggarakan oleh penyelenggara publik;

. Standar adalah nilai tertentu yang telah diletapkan berkaitan dengan sesuatu

yang harus dicapai,

. Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai

padoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janjl penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepal, mudah, terjangkau dan terukur,
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara
adalah setiap perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiataan pelayanan publik;

. Komponen Standar Pelayanan adalah unsur-unsur administrasi dan manajemen

yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan
publik;

- Pelaksana Pelayan Publik, yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat,

pegawai, pelugas dan seflap orang yang bekerja si dalam organisasi
peryelanggara yang berlugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan publik;



7. Makiumat Pelayanan adalah pemyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian
kewajibandan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan,

B. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik Warga Negara maupun penduduk
sebagal orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaal pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung.



BAB Il
PRINSIP DAN KOMPONEN PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN

A. PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dilakukan
dengan memperhatikan prinsip

Sederhana

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan
dan mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya yang terjakau bagi
masyarakat maupun penyelenggara.

. Partisipasif

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak
terkail untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar
komitmen atau hasil kesepakatan.

Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

Berkelanjutan.

Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya
peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan

. Transparansi

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses masyarakat
Berkeadllan

Standar Pelayanan harus meniamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat
menjangkau semua masyarakal yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi
geografis, dan perbedaan kapabiiitas fisik dan mental

B. KOMPONEN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

Sebagaimana diketahui komponen standar pelayanan publlk adalah

komponen yang menipakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang
menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam Undang — Undang No. 25 tahun 2008 tentang Pelayan Publik, kemponen
standar pelayanan dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu

1.

Kompanen Standar Pelayanan Publik yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan yang meliputi



a. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat ( dokumen atau barang/hal lain ) yang harus
dipenuhl dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif. Agar proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar
dan tepat waktu maka pemenuhan persyaratan oleh pemanfaat jasa
pelayanan merupakan hal yang wajib dipenuhi, maka pada tahapan ini
ditetapkan daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap jenis pelayanan
yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayaran yang dibakukan bagi penerimaan
pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan rangakaian tahapan - tahapan
yang harus dilalul oleh penerima manfaat jasa pelavanan untuk
mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Maka hasil yang diharapkan dari
ahapan ini adalah Alur Pelayanan pada setiap produk jasa pelayanan
sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
Waktu Pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu vyang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanarn. Dalam
menghitung waktu, perlu betul - betul memperhatikan baik prosedur yang
mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang
mengatur hubungan antar petugas. Dar akumulasi penghitungan waktu
yang diperlukan pada setiap lahapan prosedur yang dilakukan akan
dipergleh lama waktu yang diperlukan pada setiap jenis layanan yang di
lakukan.
Biaya
Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penenma layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan darl penyelenggara yang
besamya ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan
Pada dasarnya proses pengurusan layanan di Dinas Pekernjaan Umum dan
Penataan Ruang tidak berbayar atau gratis, namun ada beberapa layanan,
yang produk layanannya menimbulkan biaya yang harus dipeniuhi oleh
pengguna jasa yang selanjutnya disebut Retribusi. Dalam penentuan
retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berpedoman pada
Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Daerah Kabupaten Jombang Ne. 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa
Usaha.
e Produk Pelayanan

Produk Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikar dan diterima
sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan yang dj
hasilkan oleh penyelenggara layanan khususnya Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dapat berupa produk administrasi berupa Surat
Rekomendasi, Hasll pengukuran obyek uji dan /atau berupa Jasa.

f.  Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penyeleriggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan
pengaduan. Bentuk pengelolaan pengaduan pada Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang tersedia antara lain : Kotak Saran/Kotak pengaduan,
Telepon, E-mail, Whatsapp, Instagram dan penyediaan petugas penerima
pengaduan yang secara permanen berkedudukan kantor Dinas PUPR, JI,
KH. Romli Tamim No. 9 Jogorolo, Jombang.

2. Komponen Standar Pelayanan publik yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan internal organisasi meliputi

Dasar Hukum

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelengaaran pelayanan yang
akuntabel maka setfiap jenis layanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dilaksanakan berdasar pada perundang - undangan yang ada.

. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas

Untuk mendukung tercapainya pelayan prima, maka disediakan peralatan teknis
dan non teknis yang memadai dan sesual standar yang ditetapkan agar produk
pelayanan yang dihasilkan sesual dengan harapan masyarakat

. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan semua jenis pelayanan
yang dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan setiap
SDM yang ada didasarkan pada kompetens! yang dibutuhkan sesuai dengan
profesi mampu bekerja dengan tim dan berintegritas pada bidang pelayanan.

. Pengawasan Intemal

Pengawasan Internal pada penyelenggaraan semua jenis pelayanan
dilaksanakan oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian



berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan dibawah kendali Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jumlah Pelaksana

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang mempunyai 389 personil terdi dan 116 orang PNS dan 269 orang
Tenaga Kontrak.

Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas
pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua
pengguna jasa pelayanan serta selaiu berupaya meningkatkan dan
mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.
Jaminan penyelenggaraan Pelayanan didasarkan pada Standar Pelayanan, Vis|
dan Misi Dinas Pekerjaan Unum dan Penataan Ruang dan Maklumat Pelayanan
yang telah dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

. Jaminan keamanan dan Keselamalan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pada setiap Pelayanan diwujudkan
dengan adanya keabsahan dokumen yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.

. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana pada semua jenis pelayanan dilaksanakan 1 (satu)
bulan sekali.



BAB I
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN,
MAKLUMAT DAN PEMANTAUAN! EVALUASI STANDAR PELAYANAN

A. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN

oesual prinsip penyusunan Standar Pelayanan Publik dari poin Partisipatif,
sebelum dilakukan Penetapan Standar Pelayanan, maka Kantor Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang membuka forum pembahasan bersama masyarakat
dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan peyelenggara pelayanan dengan
kebutuhan/kepentingan masyarakal dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan
penyslenggaraan pelayanan. Pada tahapan ini dituangkan dalam dokumen Berita
Acara Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

B. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

Penerapan Standar Pelayanan harus diinlegrasikan kedalam perencanaan
pragram keglatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Integritas ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyeienggaraan pelayanan
dan acuan kualitas pelaksanaan.

Integrasi Standar Pelayanan dalam manajemen penvelenggaraan pelayanan
dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauvan dan
avaluasi hasil penyelanggaraan.

Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar Pelayanan dilakukan
Internalisasi dan Sesialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman
kepada seluruh jajaran penyelenggara pelayanan, sedangkan sosialisasi dilakukan
untuk membangun pemahaman dan persamsan persepsi para pengguna atau
pemanfaat jasa pelayanan, sehingga proses palayanan dapat berjalan dengan
lancar, sesual dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan,

Standar Pelayanan Fublik akan diuraikan berdasar masing — masing jenis
pelayanan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, sebagaimana
pada Lampiran |l pada Ketetapan Standar Pelayanan Publik

C. MAKLUMAT PELAYANAN
Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan sebuah pelayanan ditentukan
oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaran pelayanan,



untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penalaan Ruang menetapkan Maklumat
Pelayanan yang tertuang dalam Lampiran Il pada ketetapan ini.

. PEMANTAUAN/ EVALUASI STANDAR PELAYANAN

Pada prinsipnya proses pemantuan dan evaluasi ini dilakukan untuk
melakukan evaluasi kinera pelayanan sebagal dasar perbaikan berkelanjutan.
Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang
sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. dan apa yang menjadi faktor
penghambat pelaksanaan pelayanan.

Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil
alau preslasi suatu penerapan Standar Pelayanan, metode yang dipergunakan
dalam evaluasi antara lain: analisa dokumen, survey, wawancara dan observasi.
Survey dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Proses evaluasi juga
mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam
rangka penerapan Standar pelayanan bisa dari Internal penyelenggara pelayanan
atau dari penggunal pemanfaat layanan.

Berdasarkan hasll pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggama
pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/
inovasi secara berkelanjutan (Cantinuous Improvemeant),



BAB IV
PENUTUP

Standar Pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan secara
berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas
dan inovasi pelayanan publik, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melakukan perbaikan, perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta
kemungkinan replika inovasi pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan di Dinas Pekerjaan
Umum dan FPenataan Ruang ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagal penyelenggara pelayanan
publik wajib merubah Standar Pelayanan apabila terdapat adanya perubahan kebijakan,
inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan

lginnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Fanataan Ruang

A BusTOMI, ST
Pembina Tk |
NIP 197710262001121003



LAMPIRAN Il : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU DAN
FENATAAN RUANG
Nomor : 100.3.2/10G/45,18/2026
Tanggal - 20 Maret 2028

Jenis Layanan : 1. Fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),
A. PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1. Persyarata | « Non Berusaha : _ » Berusaha :
n 1. Surat Pengantar PKKFR 1. Surat Pengantar PKKPR
Non Barusaha Barusaha
; 2 Dokumen usulan kegiatan 2. Dokumen usulan kegiatan
2. Sistem Nen Berusaha
Mekanisme
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a. Lahan Kering/Non Pertanian;
Apabila status lahan yang diajukan berupa lahan kering maka
permohonan akan diarahkan ke Layanan Fasilitasi KRK




b Lahan Basah/Pertanian:

-

Notifikasi adanya permohonan dari DPMPTSP melalui

website Sirindu NONA dan ATR/BPN telah menyerahkan

Dokumen Pertimbangan Teknis Tanah kepada DPUPR cq
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Dinas PUPR c¢cq Bidang Tata Ruang dan Perlanahan
melaksanakan lindaklanjul berupa pemrosesan dokumen
permohonan masuk, membual jadwal survel lapangan,
pelaksanaan surval lapangan, pengolaban data dan
informasi hasil survel lapangan dan melaksanakan Fasilitasi
Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang hingga
menghasilkan dokumen Berita Acara oleh anggota Forum
Penataan Ruang

Berita Acara tersebut kemudian diunggah kedalam website
Sirindu NONA

Berita Acara kemudian diverifikasi oleh DPMPTSP lalu
diterbitkan sebagai dokumen PKKPR

Selesal

Berusaha
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Keterangan :

a. Permohonan PKKPR yang memenuhi syarat permohonan
otomastis akan ditindaklanjuli dan diterbitkan secara otomatis
oleh sistem 0SS

b, Permohonan PKKPR yang memerlukan proses penilaian akan
diproses dengan tahapan:

- Notifikasi adanya permohaonan dari DPMPTSP dan Dokumen
PertimbanganTeknis Tanah dari ATR/BPFN ditindaklanjuti
kepada DPUPR cq Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melalui
akun oss.go.id.

- Dinas PUPR cq Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
melaksanakan findaklanjut berupa pemrosesan dokumen
permohonan masuk, membuat jadwal survei lapangan,
pelaksanaan survej lapangan, pengolahan data dan informasi
hasil survel lapangan dan melaksanakan Fasilitasi Rapat |




Koordinasi Forum Penataan Ruang hingga menghasilkan
dokumen Berita Acara oleh anggota Forum Penataan Ruang
Berita Acara tersebut kemudian diunggah kedalam akun
055.g0.id

Berita Acara kamudian diverifikagi oleh DPMPTSP lalu
diterbitkan sebagai dokumen PKKPR

- Selesai
3. Jangka
Waktu 10 hari kerja
Pnla!anan

4. Biaya/Tarif | Tanpa Biaya atau gratis
5. Produk Berita Acara

Palayanan
6. Penangana | Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
n Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengaduan | JI. KH. Romli Tamim No. 08, Ds Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab.
, Saran dan | Jombang, Kode Pos: 61485

Masukan Telp. 10321 -872703
WA 1081217374004
e-mall :

tataruangperanahan. pupnombang@amail.com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN(Manufacturing)

7. Dasar Hukum « Peraturan Pemerintah Momor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

« Parmen ATR KBPN 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

« Permen ATR KBFN No89 Tahun 2022 Tentang
Perubahan AtasPermen ATR KBPN 15 Tahun 2021
Tentang Koordinasi Penyelenggaraan PenataanRuang.

+ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomaor 10
Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041

« Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintaly Kabupaten Jombang
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomer

44/E).
8. Sarana dan - GPS - Aplikasi AutoCAD
Prasarana - Bak ukur - Aplikasi Google Earth
- Roll meter - Aplikasi ArcGIS
- Camera Digital - Aplikasl Zoom Mesting
- Komputer Unit - Aplikasi GISTARU
- Printar - Aplikasi Sentuh Tanahku
- Jaringan Intermet - Aplikasi Bhumi ATR
9. Jumiah Pelaksana | 11 grang yang tergabung dalam Struktur Crganisasi
Forum Penataan Ruang.




[Eﬂnr;pﬂnn:l

Pelaksana

- Memahami strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang
yang sesuai peraturan dalam penyelenggaraan
Penataan Ruang.

- Menguasai ketentuan dan regulasi sektoral sesuai
dengan rencana kegiatan yang dimohonkan

- Memahami proses dan alur perizinan sesual dengan PP
24 Tahun 2018 dan Permen ATR Nomor 14 Tahun 2018

- Mampu dan memahami ketentuan, arah kebijakan,
strategi yang diamanatkan dalam arahan struktur dan
pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Jombang beserta rencana rincinya

- Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikasi
bantuan dalam pemetaan (ArcGIS, Google Earth, dan
Maps)dan aplikasi pendukung lainnya yang terkait
tataruang/kewilayahan

- Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikas:
bantuan datam monitoring perizinan (0OSS-RBA)

- Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikasi
bantuan dalam perkantoran (Word, Excell, Powerpaint)

"11. Pengawasan

Laporan Kinerja Penyelenggaraan Tata Ruang 6 bulan

Internal sekall
12. Jaminan 1. Konsultasi Informasi Pemanfaatan Ruang

Pelayanan 2. Akses Informasi Progres Pengurusan
3. Pengurusan KKPR sesuai dengan aturan/SOP yang
berlaku

'13. Jaminan Menggunakan APD dan kelengkapan alat survel

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

14, Evaluasi Kinerja | Byku kendali dan database onfine, dilaksanakan setiap 1
Pelaksana bulan sekall

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Fanataan Ruang

NIP 197710262001121003



Jenis Layanan : 2, Fasllitasi Keterangan Rancana Kabupaten (KRK)

A. PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1. Persyaratan

o AN

-~

8.

Registrasi Akun bit lyftarujombang

E-KTP (jpg, png, jpegy, pdf)

No WhatsApp Aktif

Titik koordinasl lokasi yang dimohon

Lampiran Online Single Submission Risk Based
Approach (OSS-RBA) Untuk Kegiatan Usaha ( pdf)
Scan Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya/
SK Kemenkumham/ SK Pemerintah Daerah (jika
permohonan milik pemerintah daerah) Untuk Kegiatan
Usaha (pdf)

Scan Sertifikat/ Bukti Kepemilikan Tanah

Surat Permnyataan Usaha Mikro/ KKPR Terbit Otomatis
0SS

Scan Gambar skelsa gabungan lahan jika terdapat lebih
dari 1 {satu) bukti kepemilikan tanah/ peta bidang.

10. Surat Keterangan lainnya (JIKA DIPERLUKAN)

- Sural Keterangan Toko Modern

- Suratl Ketarangan Rekomendasi Apotek
- Surat Keterangan UMKM

- Surat Pertimbangan Teknis BPN

- Surat ljin Operasional Madrasah




2. Sistem Mekanisme
dan Prosedur

STaART

L

FERACIMON RS ETRAS ANLIN
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DADE RISTES LATANAM
TLAN PENDPON
M prumsican Bava
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I'ucmrummwu:,uwn I

W
[ somver o |

L

PEWGOLARAN DATA
TURVEl

Kelerangan:

1. Pemohon memasukkan mengajukan permohonan KRK
secara online melalui bit lyftarujombang.

2, Permohonan yang sudah masuk ke dashboard
pelayanan akan diverifikasi kelengkapan dan
kesesuaian dokumennya.

- Untuk KBLI yang berkenaan dengan Toko maka,
memeriukan Surat Pernyataan Bukan Toko Modem
bermeterai

- Untuk KBLI Apotek diperdukan Surat Keterangan
Rakomendasi dar OPD yang berwenang.

- Untuk permohonan KRK yang melampirkan Surat
Pernyataan Usaha Mikro Kecil Menengah 0SS
dengan luas lahan lebih dari 400,00 m* atau
Skala/Besaran Multisektor usaha mikro atau Untuk
memperjelas skala usaha maka diperlukan Surat
Keterangan Kegiatan Usaha UMKM dari OPD yang
berwenang.

- Apablla status tanah serdipikat berupa lahan
pertanianflokasi termasuk pada Lahan Sawah




Dilindungl (LSD)Lahan Baku Sawah (LBS) maka
perlu melampirkan Surat Pertimbangan Teknis BPN,

- Untuk KBLI Sekolah Madrasah periu melampirkan
Surat ljin Operasional Madrasah dari instansi yang
berwenang.

3. Berkas yang telah diverifikasi akan dinotifikasikan
kepada pemohon untuk pemberitahuan perbaikan data
atau konfimasl jadwal survei lapangan

4. Data permohonan dan data lapangan kemudian diolah
menjadi draf Keterangan Rencana Kabupaten, Layanan
KRK kemudian dilakukan diajukan untuk pengesahan
kepada Kepala Dinas.

5. Dokumen yang telah disahkan kemudian diberikan
nomor dan tanggal terbit kemudian diunggah pada
sistem layanan.

6. Permohonan KRK vyang sudah selesai akan
dinotifikasikan kepada pemohon.

3. Jangka Waktu
Pelayanan

10 hari kerja

4. Biaya/Tarif

Tanpa biaya atau Gratis

5. Produk Pelayanan

Keterangan Rencana Kabupaten

6. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JI. KH. Romli Tamim No. 08, Ds Sumbermulyo, Kec.
Jogoroto, Kab. Jombang, Kode Pos. 61485

Telp. :0321-872703
WA S 081217374004
e-mail : Etaruangpenanahan pupriombang@amall com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN(Manufaciuring)

7. Dasar Hukum

« Peraturan Pemenntah Ri Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Momor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Geduna,

« Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 7 Tahun 2017 lentang Bangunan Gedung
(Pasal 76),

« Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun

2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jombang Tahun 2021-2041

« Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomaor 44/E).

—_




8. Sarana dan
Prasarana

9. Jumlah Pelaksana

- GPS :

Printer
- Bak ukur - Scanner
- Rall meter - Jaringan Internsl
- Laser meter - Aplikasi AutoCAD
- Camera Digital - Aplikasi Google Earth
- Komputer Unit - Aplikasi Sentuh Tanahku
4 orang

10. Kompetensi
Pelaksana

11. Pengawasan
Internal

- Memahami penentuan GSB, GSP dan GSS sesual
peraturan tata ruang Kab. Jombang

- Mampu dan rnemahami dasar pelaksanaan survey

- Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikasi
AutoCAD

- Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikasi Google
Earth

- Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikasi Sentuh
Tanahku

- Mampu dan mermahami dasar penggunaan aplikasi
GISTARU

Dilakukan pada setiap proses pengurusan permohonan KRK

12. Jaminan Pelayanan

1. Konsultasi anline/ offine
2. Akses Informasl Progres Pengurusan
3. Pengurusan KRK sesuai dengan aturan/ SOF yang berlaku

13. Jaminan Keamanan

Petugas mengenakan atribut pelayanan dan alat protokol

dan Keselamatan kesehatan.
Pelayanan

14. Evaluasi Kinerja Dilaksanakan setiap 3 bulan sekali berupa laporan kegiatan
Pelaksana money tribulan.

NIP 187710262001121003




Jenis Layanan : 3. Fasilitasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Persyaratan 1. Pendaftaran dan upioad data permohonan melalui
WWw.simbg.pu.go.id.
2. Sistem Mekanisme Bagan Alur Permohonan
dan Prosedur Rekomendasi Teknis PBG
il
(o)
—
3. Jangka Waktu | 28 hari kerja sejak berkas lengkap oleh operator
Pelayanan
4. BiayalTarif Tanpa Biaya (Gratis)
5. Produk Pelayanan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung
6. Penanganan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengaduan, Saran JI, KH. Romli Tamim No 09 Jombang Kode Pos
dan Masukan (51485)
Tip 085735627991
Email : tatabangunanpupribg@gmail com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

T.

Dasar Hukum

= Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

+ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan




Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2002 Tentang |
bangunan Gedung;

» Peraturan Bupati Jombang Momor 44 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintai
Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E),

Sarana dan Prasarana

Ruang Tunggu, Toilet, Mushola, Kantin, Media
Informasi, Kemputer.

Jumliah Pelaksana

Operator 2 orang

Pengawas 1 orang

Tim PenilaiTeknis (TPT) 2 orang
Tim Profasi Ahli (TPA) 3 orang

'Kompetensi Pelaksana

Qperator STM

Pengawas S1 Teknis Sipll/Arsitek

Tim Penilal Teknis S1 Teknis SipillArsitek,
Sertifikat Pengelola Teknis

« Tim Profesi Ahli 1 Teknis Sipil/Arsitek,
Sertifikat Kompetensi Konstruksi

1,
12,

Pengawasan Internal

| Sub Koordinator Sub Substansi Tala Bangunan

Jaminan F_illlnylnan

1. Konsultasi enfine/offline

2. Akses Informasi Progres Pengurusan

3. Pengurusan PBG sesuai dengan aturan/SOP yang
berlaku

13.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

4.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Menggunakan Masker dan Mencuci Tangan/
Handsanitizer pada saat Konsultasi.

| Database online, dilaksanakan setiap 1 bulan

sekall.

Kkepala Dinas Pekerjaan Umum dan
- Pénataan Ruang

NIP 187710262001121003



Jenis Layanan : 4. Fasilitasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Servica Delvery )

1. Persyarata | 2. Pendaftaran dan upload data permohonan melaiui
n www.simbg. pu.go.id.
2. Sistem Bagan Alur Permohonan
Mekanisme Sertifikat Laik Fungsi
dan
Prosedur
|
3. Jangka 28 harn kerja sejak berkas lengkap oieh operator
Waktu
Pelayanan
4. BiayalTarif | Tanpa Biaya (Gratis)
5. Produk Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Pelayanan B
6. Penangana | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
n JI. KH. Romii Tamim No 08 Jombang Kode Pos (61485)
Pengaduan | Tlp . 085735627991
 Saran dan | Emall  tatabangunanpupribg@gmail com
Masukan

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

7.

Dasar Hukum

« Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung,




Sarana dan Prasarana

« Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noimor
16 Tahun 2021 tenlang Peraturan Pelaksanaan |
Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2002 Tentang
bangunan Gedung,

« Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten

Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E); |

Ruang Tunggu, Tollet, Mushola, Kantin, Media

Informasi, Komputer.

10.

Jumiah Pelaksana

« Operator 2 orang

Pengawas 1 orang

Tim Penilal Teknis (TPT) 2 orang
Tim Profesi Ahli (TPA) 3 arang

Kompetensi Pelaksana

Operator STM

Pengawas 51 Teknis Sipll/Arsitek

Tim Penilai Teknis S1 Teknis SipilfArsitek,
Sertifikat Pengelola Teknis

=« Tim Profesi Ahll §1 Teknis SipiliArsitek,
Sertifikal Kompelensi Kenstruksi

1.

Pengawasan Internal

Sub Koordinator Sub Substansi Tata Bangunan

12.

Jaminan Pelayanan

1. Konsultasi ondine/offiine
2. Akses [nformasi Progres Pengurusan

3. Pengurusan SLF sesual dengan aturan/SOP yang
berlaku

13.

14.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Menggunakan Masker dan Mencuci Tangan/
Handsanitizer pada saal Konsultasi,

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Database online, dilaksanakan setiap 1 bulan
sekali,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Paaetaan Ruang

NIP 187710262001121003



Jenis Layanan : 5. Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Parsyaratan 1. KTP
2. NPWP

3. ljazah erakhir

4. Pas Foto

5. Daftar Riwayat Hidup

6. Surat Rekomendas| dari Perusahaan

2. Sistem
Mekanisme [,
dan Prosedur =
— &N -~—<E
et e i) e bt

'

] -
i

porinl popnid

3, Jangka Waktu | £ 30 han sejak dinyatakan berkas lengkap oleh Lembaga
Pelayanan Sertifikasi Profesi

4. Blaya/Tarif Tanpa Biaya atau Gratis
5. Produk , ——
Pelayanan Sertifikat Kompetens! Kerja
6. Penanganan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengaduan, JI. KH, Romli Tamim No. 9 Jogoroto, Jombang 61485
Saran dan Telp. - 0321-872703
| WMasukan emaill . pupriombang@gmail.com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )
7. Dasar Hukum ;

. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
{Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017
Nomor 44/E),




. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 fentang

. Keputusan Menterl PUPR Nomor 713/KPTS/M/2022

Konstruksi,

Kerja

Peraturan Pelaksanazan UU Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor |
2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

tentang Penetapan Biaya Sertifikasi Kompetensi Kena
(SKK) dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Jasa
Konstruksi oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa
Konstruksi

8. Sarana dan

Laptop/Komputer, Printer, Kamera, Ruang pertemuan,

Prasarana Sound system, Jaringan intemet, dll

9. Jumilah Pelaksana |7 Orang

10.Kompetensi Memadai
Pelaksana

11.Pengawasan Sub Koordinator Sub Substansi Bina Konstruksi
Internal

12.Jaminan Pelayanan

1. Konsultasi online/offfine

2. Akses Informasi Progres Pengurusan

3. Pengurusan SKK sesuai dengan aturan/SOP yvang
berlaku

13.Jaminan Keamanan
dan Kesalamatan

Pelayanan

14.Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Buku kendali dan database onfine, dilaksanakan setiap 1
bulan sekall

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

-l

Parataan R

AAME B OMI, ST
Pembina Tk |
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Jenis Layanan : 6. Penyelenggaraan SIJAKI (Sistem Informasi Jasa Konstruksi)
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Persyaratan B
2. Sistem Mekanisme -
dan Prosedur
() v — et ;E‘.‘."::..
‘e 1 meeL f
Sy =)
S g \
3. Jangka Waktu . N
Pelayanan Real time
4. BiayalTarif Tanpa Biaya atau Gratis
5. Produk Pelayanan | Informasi Jasa Konstruks! Lingkup Kabupaten Jombang
o e Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
. Penanganan
Pengaduan, Saran JI. KH. Romli Tamim No. § Jogoroto, Jombang 61485
e-mail . puprjombang@amail.com

7. Dasar Hukum

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017
Nomor 44/E);

2. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2017 fentang Jasa
Konstruksi,

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta

Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017
lentang Jasa Konstruksi




5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomaor
2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

B. Sarana dan
Prasarana

Laptop/Komputer, Jaringan internet.

9. Jumlah Pelaksana

3 Orang

10.Kompetensi
Pelaksana

11.Pengawasan
Internal

Memadai

Sub Koordinator Sub Substansi Bina Konstruksi

12.Jaminan Pelayanan

13.Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

Konsultasi onfine/ offline terkait jasa konstruksi

14.Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Data base online, dilaksanakan satiap 1 bulan sekali

NIF 197710262001121003




Jenis Layanan : 7. PembinaaniSosialisasi Jasa Konstruksi
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Parsyaratan |-

2. Sistem
Mekanisme Ay e
dan Prosed v B =
e E)—JF?- T F = =1
Wl e e
3. Jangka - ‘
Waktu Sesual kebutuhan
Pelayanan -

4. BiayalTarif Tanpa dipungut biaya ( Gratis )

5. Produk - Materi
Pelayanan - Sertifikat

6. Penanganan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengaduan, |Jl. KH. Romli Tamim No. @ Jogoroto, Jombang 61485
Sarandan | Tejp, : 0321-872703
Masukan e-mail . puprjombang@gmail.com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

7. Dasar Hukum 1. Peraturan Bupat Jombang Nomor 44 Tahun 2017
lentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Fublik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017
Nomor 44/E),

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi,

3. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerna
4. Peraluran Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi

5. Peraturan Pemerintan Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor
2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi




8. Sarana dan Laptop/ Komputer,Printer, Kamera, Ruang pertemuan,

Prasarana Sound system, Jaringan internet, dil
9. Jumlah Pelaksana | 10 Orang

10.Kompetensi Memadai
Pelaksana !

11.Pengawasan Sub Koordinator Sub Substansi Bina Konstruksi
internal

12.Jaminan Pelayanan | Konsultansi online dan offiine

13.Jaminan Keamanan | -
dan Keselamatan
Pelayanan

14.Evaluasi Kinerja Laporan tahunan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi
Pelaksana '

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
o M e

NIP 187710262001121003




Jenis Layanan : 8. Laboratorium Pengujian Konstruksi
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

I

1. Persyaratan 1. Surat Permohonan Pengujian Konstruksi dari Pemohon Kepada
Kepala Dinas PUPR
2. Sampel Uji yang Memenuhi Standar yang ditentukan
2. Sistem ¢~ ™
Mekanisme (\ MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN |
dan Prosedur + r
( BEMEAYARAN RETRIBLUS l

§— L

[mnmmm ] [ FPENGUJIAN LAPANGAN ]

L] * ¥ ] * )
—\/ N — , =\
TANAH re TANAH
bl | - oA woTm || C T | P
e + CRANAS am = [y = MAWERN LAMRRLAY
« mALAT - - v BENAT - e ot « noe
ARFAL Terak - Wb = kT
» BEEVTY T o IHE
LIEPLIR
r CEEN LAk
'\L S ..“ L J I'l._ S,
1 1 [ [ ] ]
| LAPORAN MASIL PENGUJIAN ]

3. Jangka Waktu : . :
P.ligﬂmn Jangka Waktu Pelaksanaan Masing-Masing Penguijian Terlampir
Biaya Masing-Masing Pengujian Sesuai dengan Perda No. 2 Tahun
4. BiayalTarif “ 2020 (Terlampir
Produk Pelayanan:
5. Produk 1. Pengujian Aspal
Pelayanan 2. Pengujian Struktur Beton
3. Pengujian Tanah
6. Penanganan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengaduan, JI. KH. Romli Tamim No. 9 Jogorote, Jombang 61485
Saran dan Telp 0321-872703
Masukan e-mail puprjombang@gmail.com




B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

7. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E});

2. Peraturan Bupati Jombang Nomaor 21 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang,

3. Peraturan Derah Kabupaten Jembang no. 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Restribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi
Jasa Usaha.

8. Sarana dan Prasarana

Tersedia dan Terkalibrasi Komisi Akreditasi Nasional (KAN)

8. Jumlah Pelaksana

10.Kompetensi
Pelaksana

1. Kepala UPT 1(satu) Orang PNS
2. Staf Penguiji 1 (satu) Orang PNS
3. Staf Pelaksana 7 (tujuh) Orang Pegawai Honorer

Berkompeten dan Berserdifikasi

11.Pengawasan Internal

- Sekretaris Dinas PUPR
- Kepala Bidang Tata Bangunan

12.Jaminan Pelayanan

1. Konsultasi online/offline

2. Akses Informasi Progres Pengurusar

3. Pengurusan Laboratorium Pengujian Konstruksl sesuai dengan
aturan/SOP yang berlaku

13.Jaminan Keamanan
dan Kesslamatan

Petugas laboratorium memakai APD saat melakukan pengujian

Pelayanan
14.Evaluasi Kinerja Buku Kendali Dan Database Online, Dilaksanakan Setiap 1
Pelaksana Bulan Sekali,

K;_G‘EIEHIE Dinas Pekerjaan Umum dan

E‘aﬂ ina Tk |
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Jenis Layanan : 9. Fasilitasi Rekomendas! ljin Jembatan

A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Parsyaratan

1. Surat Parmohonan

2 Fotokopi KTP

3. Folo dokumentas) lokasi

4, Gambar Konstruksi jembatan

3. Pemyataan persetujuan tetangga
6. Sural pengantar darl UPT PSDA

2. Sistem Mekanisme
dan Progsedur




Tahapan Pelayanan

1. Memeriksa berkas permahonan yang masuk, jika lengkap
lanjut Cek lokas [ika dak kemball ke pemohon

2. Cek kesesualan lokasi, gambar dan kewenangan, jika sesual
masuk proses selanjutnya, jika tidak permohonan ditolak




Setelah lokasi,gambar dan kewenangan sesual maka
dibuatkan barkas rekomendas

4. Berkas rekomendasi dimintakan persetujuan Kepala Bidang;
5  PersetujuanSekretaris Dinas,

Saran dan Masukan

6. Pearseldjuan Kepala dinas
3. Jangka Waktu -
Pelayanan & Maigay
4. Biaya/Tarif Tanif/ harga termuat dalam Perda No 2 Tahun, 2020
5. Produk Pelayanan Rekomendasi Ijin Jembatan
6. Penanganan Pengaduan, | Bidang Sumber Daya Air

Dinas Pekeraan LUmum dan Penataan Ruang

JI. KH. Romli Tamim No. 09, Ds Sumbermulyo, Kec. Jogaroto,
Kab. Jombang, Kode Pos: 61485

Telp 0321 - BT2703
e-mail | puprlombang@grmail com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

T. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Benta Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E3;

B. Sarana dan Prasarana

- Komputer/ Laptap
- Printer

- Meteran panjang
- Kamara

9. Jumlah Pelaksana
10. Kompetensi Pelaksana

100mm

Memadai

11. Pengawasan Internal

Diawasi oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air

12, Jaminan Pelayanan

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan yang sederhana, jalas, aman, transparan,
efisier, ekonomis, adil dan lepat waktu.

Menggunakan APLD dan kelengkapan alal survei.

14. Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Buku kendali dan database online, dilaksanakan setiap 1 bulan
sakall
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Jenis Layanan : 10. Faslilitasl Permohonan Peil Banjir
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Persyaratan

1. Surat Permehonan

2. Fotocapy KTP

3. 088

4. Draft Site Plan

5 KRK

6. Sertipikal Tanah

7. Akta Tanah

8. Nama Parumahan/Gudang
9. Folo Lokasi dan Koordinat

2. Sistem Mekanisme dan
Prosedur

-
L !
.
-
-
——




1 Setelah berkas diterima dilakukan pengecekan
kelengkapan berkas

2 Dilaksanakan peninjauan lapangan untuk mengecak
kesesuaian luasan dan lokasi

3, Pengolahan Dala

4. Perselujuan Rekomendasi Peil Banjir

5. Penyerahan Surat ljin Kepada Pemohon

3. Jangka Waktu Pelayanan

| 7 (Tujum hari kerja

4. BiayaiTarif

Tanpa hiaya atau Gratis

5. Produk Pelayanan

' Rekomendasi Pail Banijir

6. Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JI KH. Ramli Tamim Neo. 08, Ds Sumbermulyo, Kec.
Jogorolo, Kab. Jombang, Kode Pos: 61485

Talp. - 0321 - 872703
a-mail plpriombangi@amail corm

B. PENGELOLAAN PELAYANAN ( Manufacturing )

| 7. Dasar Hukum

8. Sarana dan Prasarana

Undang-undang RI Nemor 23 Tahun 2014 tentang FEH'#Eﬂﬂtﬂlﬂ
Dasarah

Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Palayanan Perizinan Berusaha Terintegras| Secara Elektronik
(Lembaran Negara Rapublik Indanesia Tahun 2018 Nomeor 80,
Tambahan Lsmbatan Negara Republik Indonesia Nomor
8215)

Peraturan Menteri Pekerjaan Urmum dan Perumahan Rakyat
Nomar 18/PRT/M2018 tentang Penyelenggaraan |zin
Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Lalk Fungsi
Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Penzinan Berusaha
Tetintegrasi Secaras Elektronk (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 917)

Komputer/Laptop
Printer

Pesawal Ukur/Alat Ukur
Meteran Fanjang
Handy Talky

GPS

9. Jumlah Pelaksana 8 orang




40. Kompetensi
Pelaksana

. Mampu dan memahami dasar pelaksanaan survey
Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikast AuloCAD
- Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikasi Google
Earth

11. Pengawasan Internal

Diawasi oleh Kepala Bidang Sumber daya Air

12. Jaminan Pelayanan

Pealayanan perizinan yang sederhana, jelas. aman, transparan,
efisian, ekonamis, adil dan tepat wakiu,

13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Menggunakan APD dan kelengkapan alat survel.

L14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kall dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
urituk menjaga dan meningkatkan kinefja pelayanan.

Kggqla Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataz .'I;'-jang
= mﬁte ombang

3%

NIP 187710262001121003




Jenis Layanan : 11, Fasilitasi Sewa Pemanfaatan Aset Tanah
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Persyaratan

1. Swurat Permohonan

2. Fotokopi KTP

3. Foto dokumentasi tanah yang dimohonkan
4. Denah Lokasi

- ——

Tikuk

Tidalk
—

L]
-
L]

* ta
.
+ Wi
.
v
L]




2. Sistem Mekanisme Tahapan Pelayvanan
dan Prosedur 1. Selelah berkas dilerima dilakukan pengecekan kelengkapan
berkas
2. Dilaksanakan peninjauan lapangan untuk mengecek
kesesuaian luasan dan lokasi
3. Membual surat permohonan nilal harga sewa kepada Selda
metalui BPKAD
4. Persatujuan sewa oleh Setda (nijlai harga sewa)
5. Pembayaran sewa dan penandalagann perjanjian sewa
6. Surat perjanjian sewa
3. Jangka Waktu .
Pelayanan 4 minggu
4. BiayalTarit | Tariff harga sewa termuat dim Perda No. 2 Tahur 2020
5. Produk Pelayanan Surat Perfanjian sewa tanah
6. :‘"'"E"_"" Bidang Sumber Daya Air
d::“.:::::a'ns'm Dinas Pakerjaan Urmum dan Penataan Ruang
JI. KH. Romli Tamim No. 08, Ds Sumbermulya, Kec. Jogorota,
Kab. Jombang, Kode Pos. 51485
Telp. 0321 - 872703
e-mall pupnombang@amall com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

7. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Pubfik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Dasrah
Kabupatan Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E),

- Keputusan Bupati Jombang Nomar 188.4 45/
23/415.10.1.3/2018 tentang Tanif / besaran sawa barang milik
daerah berupa tanah,

8. Sarana dan Prasarana | - Komputer/ Laptop
- Pririei
- Meteran panjang
- Kamera
8. Jumlah Pelaksana 3 Orang
10. Kompetensi berkompeaten
Pelaksana

11. Pengawasan Internal

Diawasi oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air

12, Jaminan Pelayanan

Pelayanan pefizinan yang sederhana, jelas, aman. transparan,
efisian, ekonomis, adil dan tepat waktu.

13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Menggunakan APD dan kelengkapan alat survel




14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Buku kendali dan database onling, dilaksanakan setiap 1 bulan
sekall
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Jenis Layanan : 12. Fasilitasi Pemakaian Alat Berat (Excavator)
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Persyaratan 1. Surat Permohonan / Proposal
2. Folo dokumentasi lokasi

3. Pamyataan persetujuan |aminan keamanan alat berat
(Excavator)

2. Sistem Mekanisme
dan Prosadur

Tahapan Pelayanan
1. Setelah berkas usulan / propasal diterima dilakukan
rekapiuiasi




2 Setelah berkas usulan direkapitulasi akan dilakukan
survey untuk mengecek lokas! yang akan dilakukan
normalisasi
Membuat Jadual pelaksanan normalisasi
Mempersiapkan alat berat (Excavator) yang akan
digunakan dalam melakukan kegiatan normalisasi
5. Surat pernyataan jaminan keamanan alal barat
{Excavator) yang akan digunakan dalam pelaksanaan
kegiatan normalisasi, apablla desa tidak bisa
memberikan surat permyataan j[aminan maka kegiatan
normalisasi lidak dapat dilaksanakan

6. Pelaksanaan Normalisasi

L

IE. Jangka Waktu 2 Minggu s/d Selesal
Pelayanan
4. BiayalTarif Tanpa Biaya atau Gratis

5. Produk Palayanan

"E. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pelaksanaan Normalisasi Saluran

Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekarjagn Umum dan Penataan Ruang

JI. KH. Romli Tamim Ne, 09, Ds Sumbermulyo, Kec Jogaroto,
Kab. Jombang, Kode Pos: 61485

Telp. 20321 - 872703
E-rnail ! pupilombanag@amall com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

7. Dasar Hukum

- Peraturan Bupati Jombang Nomar 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);

8. Sarana dan Prasarana

9. Jumlah Palaksana

- Komputer! Lapiop - Excavalar (Alal beral)
- Printar - Dump Truk

- Meteran panjang - Self Leader

5 Qrang

10.Kompetensi
Pelaksana

Mimimal SLTA Sederajat

11.Pengawasan Internal

12.Jaminan Pelayanan

Kabid Sda. Sub-koordinator Operasi & Permeliharaan SDA

Pelayanan patfizinan yang sederhana, |elas, aman, transparan,

efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. |




13.Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Menggunakan APD lengkap dan safety

14.Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Buku kendali dan database online, dilaksanakan setiap 1 bulan
sekali

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
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Jenis Layanan : 13. Tim Reaksi Cepat Angkat Sampah Sungai dan Endapan (Teras
Depan) (Inovasi)
A. PENYAMPAIAN LAYANAN [ Service Delivery )

1. Persyaratan 1. Informasi dari warga baik berupa lisan maupun alektronik
2. Foto Dokumentasi Lokasi

2. Sistem Mekanisme e
dan Prosedur ANLLA

&
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Tahapan Pelayanan

1. Memeriksa berkas pemnohonan yang masuk

2. Melaksanakan Survey lokasi sesuai aduan/informasi yang
masuk




E Menentukan Skala Prioritas Penanganan, jiI:a sesual masuk
proses selanjulnya, jika tidak permaohonan ditalak;

4. Menyusun Jadwal pelaksanaan,

5. Wakiu Pelaksanaan.

3. Jangka Waktu
Pelayanan

3 Han kerja

4. Biaya/Tarif

Tanpa Biaya atau Gralis

5. Produk Palayanan

|
Pelaksanaan Normalisasi dan Pembersihan Sampah di Sungal

' 6. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang

JI. KH. Romilh Tamim Ne. 09. Ds Sumbermmulyo, Kez. Jogoroto, Kab.
Jombang, Kode Pos: 61485

Telp. 0321 - 872703
e-mail puprombang Glermail. com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

7. Dasar Hukum

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);

- Peraturan Mentri Pekefjaan Umum dan Penataan Ruang No
12/PRT/IM2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi

8. Sarana dan Prasarana | - Excavalor (Alat beral) - Self Leader

- Dump Truk
- Cangkul/Serok

9. Jumliah Pelaksana

54 Qrang

10.Kompaotensi
Pzlaksana

Minimal SLTA Sederajat

11.Pengawasan Internal | Kabid Sda, Kasi Operas! & Pemeliharaan SDA

12.Jaminan Pelayanan

Pelayanan jelas, aman, mudah transparan, efisien, ekonomis,
adil dan tepat waktu.

13.Jaminan Keamanan
dan Kesalamatan
Palayanan

Menggunakan APD dan kelengkapan alat survei.




14 Evaluasi Kinerja Buku Manual Q&P Jaringan Ingasi
Pelaksana

i

Pembina Tk |
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Jenis Layanan : 14, Fasilitasi Rekomendasi Pemanfaatan RUMIJA untuk Jaringan
Utilitas
A, PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Persyaratan Untuk Pemohon baru

Surat Permohonan Pemanfaatan Rumija

Surat Kuasa (apabila dikuasakan) (materal 10.000)

Surat Parnyataan Kesanggupan (materai 10.000)

FC. KTP Pemohon

NPWP

Akta pendinan

Tanda Daftar Perusahaan

Jadwal Pelaksanaan

Matode Pelaksanaan

10. RAB

11. Gambar teknis (teknis pemasangan pondasi, tiang & fiber
pptik)

12 Gambar Layout lokasi

13 Jaminan pelaksanaan

14_ Jaminan pemeliharaan

15. Polis Asuransi Kerugian Pihak Ketiga

RO B W

16. Bukli Pembayaran Retribusi Pemantaatan Tanah Rumija
Un:uk Perpanjangan
. FC. Surat Rekomendasi Pemanfaatan Rumija Tahun
sebelumnya
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
3. Surat Pernyalaan Kesanggupan
4. FC. KTP Pemahon
5. Bukli Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Tanah Rumija
2. Sistem Mekanisme | Bagan Alur Eermnhnnan T
dan Prosedur
SR [y
1]
[}
|
L
Tidak A
Famanaon VeriMkasl
Berkas
va :
|
Lllnnm:lm- l‘-—-----a—.—-.----------1I
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Kelerangan :
— = Pemohen Baru

------ » = Perpanjangan

Tahapan Pelayanan

1. Pemohon mengajukan permchonan pemanfaatan
Ruang Milik Jalan kepada Kepala Dinas PUPR

2. Disposisi dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang
Bina Marga

3. Kepala Bidang Bina Marga disposisi kepada Sub
Koordinator  Subsubstansi  Perencanaan dan
Pengendalian Bina Marga

4, Sub Koordinator Subsubstansi Perencanaan dan
Pengendalian Bina Marga beserta tim melakukan
verifikasi berkas. Apablla berkas sudah sesuai
persyaratan, maka akan dijadwalkan untuk
melakukan survey lokasi

5. Sub Koordinator Subsubstansi Perencanaan dan
Pengendalian Bina Marga beserta tim melakukan
survey litik lokasi penempatan jaringan utilitas
termohon

6. - Bila lokasi disetujul, pemohon membayar retribusi
dan memberikan jaminan rekondisi berupa bank
garansi serta polis asuransi kerugian pihak ketiga
- Bila lokasi tidak disetujui, berkas dikembalikan
kepada pemohon

7. Setelah semua persyaratan terpenuhi, surat
rekomendasi pemanfaatan rumija untuk jaringan
utilitas dapat diterbitkan

3. Jangka Waktu
Pelayanan

10 Hari kerja

4. BiayafTarif

Biaya retribusi sesuai perhitungan

5. Produk Pelayanan

Surat Rekomendas: Pemanfaatan Rumija untuk Jaringan
Utilitas

6. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JI. KH. Romli Tamim No. 09 Jogoroto, Jombang
Kode Pos (61485)

Telp. - 0321-872703

| e-mail . puprjombang@gmail.com




B. PENGELOLAAN PELAYANAN ( Manufactunng )

_T. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Jombang Nomaor 44 Tahun 2017 tentang
FPedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemenntah Kabupaten Jombang (Benta
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E),

B. Sarana dan
Prasarana

Kamera, Printer, Kertas

9. Jumilah Pelaksana

Kepala Dinas, Kepala Bidang, Subkoordinator,1 orang
meja pelayanan, 4 crang tim survey, 1 orang penghitung
retribusi dan RAB untuk jaminan rekondisi.

10.Kompetensi
Pelaksana

Memadai

11.Pengawasan
Internal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Jombang

12.Jaminan Pelayanan

Pelayanan perizinan yang sederhana, jelas, aman, transparan,
efisien. ekonomis, adil dan tepat waktu

13.Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Menggunakan APD dan kelengkapan alat survei

14.Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Buku kendall dan database online, dilaksanakan setiap 1
bulan sekali

Kel:llala Dinas Pekerjaan Umum dan
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Jenis Layanan : 15. Fasilitasi Rekomendasi Pemanfaatan RUMIJA untuk Reklame
Permanen dan Insidentil
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Persyaratan Untuk Pamochon Baru :

1. Surat Parmohonan Pemanfaatan Rumija

2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) (materai 10.000)

3. Surat Permyataan Kesanggupan (materai 10.000)

4. FC. KTP Pamochon

5. Gambar Layout lokasi pemasangan reklame

6. Gambar detall rangka reklame

7. Bukti Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Tanah Rumija

Untuk Perpanjangan :

1. Surat Permohanan Perpanjangan Pemanfaatan Rumija untuk
pemasangan reklame-

. Surat lzin Pemasangan Reklame dan Iklan yang dikeluarkan
Dinas PMPTSP tahun sebelumnya

. Surat Pemyataan Kesanggupan (matarai 10.000})

. FC. KTP Pamohon

. Bukti Pembayaran Relribusl Pemanfaatan Tanah Rumija
tahun sebelumnya

. Bukti Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Tanah Rumija

oo P

2. Sistem Mekanisme Bagan Alur Permohonan

dan Prosedur
Ll ipimin _ - st s
- = s bteda Wi g - it Sk
Brw AT (Mt

Keterangan -

—* = Pemohon Baru

------ » = Perpanjangan




3. Jangka Waktu
Pelayanan

1

| 5 Hari

i Tahapan Pelayanan

Pemohon mengajukan permohonan pemanfaatan
Ruang Milik Jalan kepada Kepala Dinas PUPR
Disposisi dari Kepata Dinas kepada Kepala Bidang
Bina Marga
Kepala Bidang Bina Marga disposisi kepada Sub
Koordinator  Subsubstansi  Perencanaan dan
Pengendalian Bina Marga
Sub Koordinator Subsubstansi Perencanaan dan
Pengendalian Bina Marga dan tim melakukan
verifikasi berkas, apabila berkas sudah memenuhi
syarat maka dapat dilakukan survey lokasi reklame.
Sub Koordinator Subsubstansi Perencanaan dan
Pengendalian Bina Marga beserta tim melakukan
survey fiik lokasi penempatan jaringan utilitas
termohon
- Bila lokasl disetujui, pemohon membayar retribusi
- Bila lokasi tidak disetujul, berkas dikembalikan ke
pemochon
Setelah semua persyaratan terpenuhi, rekomendasi
pemanfaatan rumija dapat diterbitkan

kerja

4, Biaya/Tarif

Tanpa Biaya atau Gratis

5. Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Pemanfaatan Rumija

6. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Dinas Pekeraan Umum dan Penataan Ruang

JI. KH.

Romli Tamim No. 09 Jogoroto, Jombang

Kode Pos (61485)

Telp.
e-mail

- 0321-872703
: puprjombang@gmail.com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN ( Manufacturing )

| 7. Dasar Hukum

Peraturan Bupali Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaften Jombang (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);




[ B. Sarana dan
Prasarana

Kamera, Printer, Kertas

9. Jumlah Pelaksana

Kepala Dinas, Kepala Bidang, Subkoordinator,1 orang
meja pelayanan, 2 orang tim survey

10.Kompetensi Memadai
Pelaksana

11.Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab,
Internal Jombang

42.Jaminan Pelayanan Pelayanar penzinan yang sederhana, |elas. aman, transparan,

efisien, ekonomis. adil dan tepat wakiu

13.Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Menggunakan APD dan kelengkapan alat survel,

14.Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Buku kendall dan database online, dilaksanakan setiap 1
bulan sekali

E OMI, ST,
Pembina Tk |
NIP 187710262001121003



Jenis Layanan : 16. Fasilitasi Sewa Alat Berat Wales
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Delivery )

1. Persyaratan

2. Sistern Mekanisme
dan Prosedur

1. Surat Permohonan Sewa Alat Beral Wales
2 Sural Parjanjian Sewa Alat Berat Wales

3. Kwitans| Ben 47

Bagan Alur Permohonan

Parmmhon Kadis Kabud |

:

Subbar
FPengawasan don

Parrnmda_lian

Tidak

Surat Perangan
Sewa + Retribus| p| Persiapan

Barat

Adat Beat

Tahapan Pelayanan :

1.

2
3.

Pemohon mengajukan permochonan sewa kepada
Kepala Dinas PUPR

Disposisi dari Kadis kepada Kabid Bina Marga
Kabid Bina Marga Memberikan Perintan Kepada
Subkor Perencanaan Dan PengendalianUntuk
Mengolah Kesiapan Alat Berat

Subkor Perencanaan dan Pengendalian
Memerintahkan Koordinator Alat Berat Melakukan
Cek Kondisi Kesiapan Alal Berat Wales

Laporan Kesiapan Alat Berat Apabila Alat Berat
Wales Tidak Slap, Info Ke Pemohon

Pemohon Menandatangani Suratl Perjanjian Sewa
dan Membayar Retribusi Sewa Alal Beral Wales
Kepada Bendahara Penerimaan Retribusi Dinas
PUPR

Parsiapan alat Beral Wales

Alat Berat Wales Bekerja di Lapangan

3. Jangka Waktu
Pelayanan

2 harj kerja , sejak permohonan masuk




4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan

TRp 150.000 - Per Hari Bekerja

Alat Beral Wales

6. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JI. KH. Romili Tarnim No. 08 Jogoroto, Jombang Kode Pos
(61485)

Telp. - 0321-872703

e-mail * puprijombang@gmail.com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

7. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Jombang Nomar 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E),

8. Sarana dan

5 alal berat Wales
Prasarana
9. Jumiah Pelaksana ﬁ t?mnEEemtur Alat Berat wme:_s
10.Kompetensi Mermadai
Fulalma_m: B
11.Pengawasan Dinas PUPRE
internal

12.Jaminan Pelayanan

Pelayanan perizinan yang sederhana, Jelas, aman,
transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat ulraktu.

13.Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Menggunakan APD dan kelengkapan alat survel.

14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Buku kendali dan database online, dilaksanakan seliap 1
bulan sekall

kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

;ﬁﬁ&@gﬂang
-/ Kabupaten dombang

(ol . f -
A BUSTOMI, S.T.
Pembina Tk |
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Jenis Layanan : 17. Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan Jalan Berlubang (Inovasi)
A. PENYAMPAIAN LAYANAN ( Service Deivery )

1. Persyaratan

| Laporan masyarakat tentang jalan berlubang pada ruas
Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di wilayah Kabupaten
Jombang

2. Sistem Mekanisme
dan Prosedur

Laspuiran Lapatan dimrma
B ramenloas |-

g
i
‘

Earuaair

; Ya
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| Tahapan :
' 1. Laporan dari masyarakat/media sosial/sumber [ain
|

. terkait kerusakaan jalan

2. Admin media sosial Dinas menerima laporan dan
meneruskan kepada Sub Koordinator Pengawasan dan
Pengendalian

3. Sub Koordinator pengawasan dan pengendalian
menginstruksikan tim untuk survey lokas| ruas jalan, lalu
meninventarisasi kerusakan yang ada

4. Data kerusakan jalan hasil survey diberikan kepada Sub
Koordinator Perencanaan dan Pembangunan untuk
diidentifikasi jenis kerusakan dan penanganan, apabila
kerusakan ringan maka dapatl ditangani dengan URC,
jika bukan kerusakan ringan, maka akan dilaporkan
kepada HKepala Bidang Bina Marga untuk jenis

penanganan [ain




5 Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian
menghitung kebutuhan bahan, lalu menyerahkan data
kebutuhan bahan kepada Sub  Koordinator
pemeliharaan

6. Sub Koordinator pemeliharaan menginstruksikan tim
URC untuk mengambil bahan, lalu tim URC mendatangi
lokasi jalan yang rusak dengan melakukan penutupan
lubang

7. Tim URC mengambil dokumentasi kegiatan penutupan
lubang dan melaporkan kepada Sub Koordinator
pemeliharaan

8. Sub Koordinator  pemeliharaan menyerahkan
dokumentasi kepada Sub Koordinator pengawasan dan
pengendalian untuk diposting di media sosial Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjsan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Jombang

3. Jangka Waktu
Pelayanan

2 x 24 jam(hari kerja)

4. Biaya/Tarif

Tanpa Biaya atau Gratis

5. Produk Pelayanan

Penanganan Jalan Berlubang

6. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JI. KH, Romll Tamim No. 02, Ds Sumbermulyo, Kec,
Jogoroto, Kab. Jombang, Kode Pos: 61485

Telp. 10321 - 872703
a&-mail ' puprlombang@gmail com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN( Manufacturing )

‘ 7. Dasar Hukum

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017
tantang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor
44/E),

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok




dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang

B. Sarana dan
Prasarana

- Kendaraan operasional (Pick - Baby Roller

Up) - Rambu Pengaman
- Coldmix - Helm

- Tack coat - Rompi

- Sekop - Sepaly

- Arco - Sarung Tangan

8. Jumlah Pelaksana

Pelaksana Tim URC terbagl menjadi 2 tim dengan masing-
masing tim terdin dari 15 orang

9. Kompetensi
Pelaksana

- Memahami dasar-dasar pemeliharaan jalan sesuai
dengan permenpupr

- Mampu dan memahami dasar penggunaan aplikas
bantuan dalam perkantoran (Word, Excell, Powerpoint)

1. Pengawasan

Laparan Kinerja Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan

Internal Jalan Beriubang
| 12. Jaminan 1. Menindaklanjuti laporan masyarakat dalam waktu 2 x 24
| Pelayanan |am
| 2. Penanganan jalan berlubang dilaksanakan secara cepal
|_ | tanpa mengganggu arus lalu lintas
13. Jaminan Menggunakan AFPD dan rambu-rarmbu pengaman

Keamanan dan
. Keselamatan

Pnla!anan
14. Evaluasi Kinerja - Laparan Harian
Pelaksana - Laparan Bulanan
| - Dokumentasi
Kepata Dinas Pekerjaan Umum dan

/ m \f;:nghang

NIP 197710262001121003




Lampiran Il | Keputusan Kepala Dinas PU
dan Penataan Ruang Kab. Jombang

Nomor - 100,3.2/106 /45 18/2026
Tanggal @ 30 Maret 2026
MAKLUMAT PELAYANAN

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN,

2 KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS
MENERUS

3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DANIATAU MEMBERIKAN
KOMPENSAS| APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI

DENGAN STANDAR.

NIP 187710262001121003



